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Reformasi telah mengubah kebijakan pembangunan nasional dimana setiap kebijakan pembangunan
kesehatan diisyaratkan harus mencakup paradigma sehat. Di sisi lain, lahir pula kebijakan otonomi daerah.
Sebagai salah satu implikasinya adalah dalam pembiayaan kesehatan. Alokasi anggaran daerah untuk
kesehatan menjadi sangat tergantung sepenuhnya pada keputusan di tingkat daerah.

Dengan adanya krisis ekonomi yang belum kunjung teratasi maka terjadi peningkatan beban pembiayaan
kesehatan, di lain pihak masyarakat semakin kritis menuntut pelayanan yang bermutu. Untuk dapat
mencapal pembangunan kesehatan dan kecukupan alokas pembiayaan kesehatan maka salah satu peluang
adalah mobilisasi dana melalui mekanisme peningkatan tarif terhadap pelayanan kesehatan masyarakat,
dengan sayarat sesuai kemampuan membayar masyarakat.

Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampal saat ini belum diketahui berapa besarnyatarif Puskesmas yang
rasional, Melaui penelitian ini diharapkan didapatkan gambaran tarif Puskesmas yang rasional untuk
wilayah kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan dan
kemauan membayar masyarakat dalam membayar tarif pelayanan kesehatan.

Penelitian ini dilakukan pada dua Puskesmas yang diambil secara purposive dari sembilan Puskesmas yang
ada, dengan dasar kriteria pemilihan yang ditentukan dan diharapkan dapat mewaldli Puskesmas di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Puskesmas tersebut adalah Puskesmas Kuala Tungkal 11 yang berada di
pusat Kabupaten dan Puskesmas Pijuan Baru yang berada di desa Pijuan Baru Kecamatan Tungkal Ulu.

Analisis biaya menggunakan data sekunder yang tersedia di Puskesmas pada tahun 2001. Sedangkan analisis
kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dilakukan dengan survei terhadap masyarakat di dua
wilayah Puskesmas tersebut, dengan pemilihan sampel rumah tangga yang berada dalam radius 5 km dari
Puskesmas, masing-masing secara acak dipilih 100 responden.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tarif Puskesmas Rp 2.000,- yang barn diberlakukan pada bulan
September 2001 berada dibawah biaya satuan normatif (Rp 7.239,- untuk Puskesmas Kuala Tungkal |1
sampai Rp 9.899,- untuk Puskesmas Pijuan Baru) dan dibawah kemampuan dan kemauan membayar
masyarakat. Dengan simulasi tarif yang dilakukan maka dengan tarif Rp 5.000,- yang diusulkan sebagai tarif
yang rasional dapat meningkatkan pendapatan dan cost recovery rate Puskesmas namun masih realistis
dilihat dari tingkat kemampuan masyarakat. Terhadap sejumlah masyarakat yang tidak mampu membayar
akibat kenaikan tarif hams mendapat subsidi, misalnya dengan cara pemberian "Kartu Miskin".
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The current reform has changed national development policies, al policiesin health haveto bein line with
healthy paradigms. On the other hand, regional autonomy policy has been set up One implication is that
allocation for health budget depend on regional decision making.

The economic crisis which not been recovered yet have increased the health financial burden. Meanwhile
the society demand on health services has been increasing. To achieve the health development goal and to
meet the budget allocation for health, one possibility opportune is through resource mobilization i.e. pricing
adjustment in public institution.

Up to now therationa tariff for PHC in Tanjung Jabung Barat District has not been determined yet. This
research was carried out to describe theillus the rational tariff for PHC in Tanjung Jabung Barat District by
considering unit cost, as well as ability to pay.

Two out of nine PHC had purposively been sampled based on certain criteriato represent al of PHC in
Tanjung Jabung Barat District. The two PHCs were PHC Kuala Tungkal 11 in urban area and PHC Pijuan
Baru on Pijuan Baru village in Tungkal Ulu district/rural area.

PHC cost analysis used the secondary data in 2001, while ability to pay analysis used survey data on two
selected PHC. Respondents are families who reside within the 5 km radius of the PHC. Total number of
samplesis 100 respondents for each PHC area.

The research found that the current price of Rp 2.000,- which has been adopted since September 2001 was
below the normative unit cost (Rp 7.239,- for PHC Kuala Tungkal Il up to Rp 9.899,- for PHC Pijuan Baru)
and the community still can afford it. From the tariff simulation it is suggested that tariff could be adjusted
to Rp 5.000; increasing revenue and cost recovery rate is expected could cover the need for opeartional cost.
For the poor the government should provide subsidy, for example using "Kartu Miskin".
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